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ABSTRAK

Reformasi kepolisian tidak dapat dipizsahkan dari reformasi sepenap tilanan kehidupan bangsa, khususnva
| relormas) politilk, ketatanegarsan dan pemerintahzn vang ditandai dengan feromen dan parediome, Hal ini ditandsai
dengan ditelapkannya Perubaban Kedua Undang-cndeng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X1 tentang
Pertahunan dan Keamanan Megars. Ketetapan MPR RI No, VEMPR2000 dan Ketetapan MPR RI Mo, YIMEPRZ000,
miaki secara konstitusional telah legadi perubahan yang menegaskan mumusan s, fungsi, dan peran Kepolisian
Hegara Republik Indanesia sera pemisihan kelembagaan Tentara Masional Indonesia dan Kepolisian Mepar Republik
Indonesia sesuai denpan peran dan fungsi masing-masing, Permasalahan yang, dikemukakan penolis dalam penulisan
skripsi ini adalah pelaksinaan pemeriksaan vanp dilakukan penvidik Polri tethidap anpestanya vang melakukan
sesalahan proseduril, bemtuk-bentuk pertanggengjawaban vang diberikan serz kendala-kendala vang ditemuoi dalam |
meigkukan pemeriksgan tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sosiglopis yurisdis, Selain i dalam |
penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data melall penelitian kepustakaan (Lilrary Kesearch) dan premel it |
lupangan (Field Researefil Dan hasil penclitian ditcenutan bahwa anggot kepolisian dalam melakukan swn |
penyidikan dilarang melekukan upaya paksa yang bukan kewenangannyva dan anggota Polr dilarang menyalahgunakan
rewenangannya. Terhadap ungeota kepolisian yang menvalshgunakan kewenangannva ini dikenakan pemeriksaan vang
ketar dan berlapis bk secara pidana maupun secara kedinasan (disipling yang dalam hal penvidikan dilakokan oleh
- penyidik Polri. Kemudian bentuk-bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya dikaitkan lerhadep pasal-pasal yang
telan dilanpgarnya dan penjatuhan hukuman pidana yang diatar didalam Kitah Undang-undang Hokum Pidana vang
sclanjutnya disebul dengan KUHP serte hukuman disiplin vane diatur daiam Peraturan Pemerintah Momor 2 Tahun 2005
tentang, Peratiran Disiplin Anggeta Kepolisian Megara Republik Indonesia. Didalam melakukan pemeriksaan terhadep
anggita kepolisian tersebut ditemoi beberapa kendala baik secara internal maupun ekstemal yang harus diantisipasi oleh |
sesalwan lersebul selisp menangani kasus vang sama dan terdapat jega analisis kasus terhadap Moo Pol
LEERL 200620, Dalam penulisan skripsi ind disarankan babwa untuk mengurangi setiup kasus demikian, periu |
adanya peninghatan protesionalisme Polei yang dilakekan secara serivs dan menyelwruh pada setiap tingkatan struktural
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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Fra reformasi lelah memunculkan paradigma baru dalam ketataneparaan
dan pemerintahan serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakar, berbangsa dan
bernegara, Penonjolan supremas: hukom. demokralisasi dan hak asasl manusia
telah  melabirkan  perubahan  persepsi masvarakat terhadap  keamanan  dan
penegakan  hukwm  serta kedudukan  aparat enegak  hukum  alam
penyelengearaan nepara.’ Termasuk didalamnya perubahan persepsi masyarakail
lentang tugas, status, organisasi. wewenang dan tangpung jawab kepolisian dalam
negara demaokrasi, Dengan perkataan lain ialab hahwa relirmasi kepolisian tidak
dapat dipisahkan dari reformasi segenap tatanan kehidupan bongsa, khususnyva
reformasi politik. ketatanegaraan dan pemerintahan vang ditandai denpan berbagai
lenomens dan paradizma.

Dalam diktum penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepalisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya discbut sehagai Undang-
undang kepolisian) menyatakan perkembangan kemajuan masvarakat vang cukup
pesal, seinng dengan merebaknva fenoimena supremasi hukum, hak asasi manusia.

elobalisasi, demokratisasi, desentralisai, trunsparansi, dan akumtabilitas. telah

melahirkan berhagai poradigma baru dalam melihal tujusn, tugas, fungsi,

~Sambutzn Jenderal Polisi Drs, Dn'i Bachuar SH Tentang Tmplikesi Undang-undang MNo.
2 Tuhon 2002 dalam Telaksanaan Fungsi dun Peran POLRID diselenggamkan oleh Universitas
Bhavengkara Jakara Rava di Jakama pada angeal 27 Seplember 2000,

* Ibid



wewenang, dan tanggung jawab Kepaolisian Megara Republik Indonesia vang
semakin meningkatdan lebih berorientasi kepada masyarakal yang dilsvaninya.
Lebib lanjut dalam diktum laisnys, menyatakan babwa asas legalitas sebagai
aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-undang Kepolisian seears
tegasdinyatakan dalam  perincian kewenangan  Kepolisian Negara  Repuhlik
Indomesia. yaitu melakukan penvelidikan den penyidikan werhadap semua tindak
pidana sesuai denpan hukum scara pidana dan peratursn perundang-undangan
lainnya. Namun, tindakon pencegahan tetap divtamakan melalui pengembangan
asas preventif dan ases kewsjiban umom kepolisian, vaitu memelibara keamana
dan ketertiban masyrakat, Dalam hal ini setiap pejaba Kepolisian Mesara
Repulblik [ndonesia memiliki kewenangan diskresi, vaitu kewenangan uniuk
bertindak demi kepentingan wmum berdasarkan penilaian sendiri,

Kepolisian merupakan salah satw pilar perahansn negars. vang khusus
menangani - keamanan  dan ketertiban masvarakat, Hal ini sejalan dengan
ditetapkannya Perubaban Kedup Undang-undang Dasar 1945 Bak X1 tentang
Pertahanan dan Keamanan Nepara, Ketetapan MPR BRI No, VEMPR20 dan
Ketetapan MPR RI Moo VIFMPRZ000, maka secara konstitusional keamanan
datam negeri dirumusksn sccara format wjuan Kepolisian Mepara Republik
Induenesia dan secara konsisten dinvatakan dalam perincian tupas pokok. yailu
memelibara keamanan dan ketertiban masyvarakat, cienepakkan hukum sert
melindungi, mengayomi, dan melayani masvarskat sebagaimana wang terdapat

dalam Pasal 13 Undang-undang Kepalisian.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulin
Par penulisan skripst inl vang menguraikan Pelaksansan Pemeriksaan Olel
Penvidik Polr terhadap Anggota Eepolisian yang Melakukzn Kesalahan Prosedural
dalam Kasus Silah Tembak Sebagai Bentuk Pertanggunpiawaban Pidans pada
koepolisian Resort Pasaman Barat, maka dapat ditarik kesimpulan dad pembahasan
sebelumnya vaitu
|, Pelaksanzan pemerikssan penyidik polri dalam :]mrn]'rru-lﬁ.-l.:s angaola
kepolisian vang melakukan kesalahan prosedural di dalam perenakan
hukum  merupakan  suatu bentuk  tanppung  jawsh instansi dalam
memprases anggotanva. Terhadap anggor vanz melakokan kesalahan
prosedural dapat dilakukan dua (2) tahap pemeriksaan vang berbeda baik
pemeriksaan pidana yvang  dilakukan pads sstoan Tescrse fricLgn
pemeriksasn secara kedinasan (inem) atau disiplin pada unit P30,
Terhadap kedua pemeriksaan tessebul, dalam srakieknva pemerilsaan
pidana vang didahulukan. Oleh karcna anggols Kepolisian Negara
Republik  Indonesin  tunduk  kepada  kekuasasn  peradibm - umum
sehagaimany vang diatue dalam Pasal 29 avat | Undang-undang Nomor 2
Fahur: 2002 wentang Kepolisian Megara Republik Indonesia, Seperti telah

divtaraken  pada  pembahasan sebelumnye, angoota kepolisian vang
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